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• Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha yang disertai 

dengan, karena sesungguhnya nasib seseorang manusia tidak akan berubah 

dengan sendirinya tanpa berusaha. 

• Kerjakanlah dan wujudkanlah cita-citamu dengan memulainya dari bekerja 

bukan hanya menjadi beban dalam impianmu. 
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INTISARI 

 

Dalam Pelaksanaan Kewenangan Desa menurut UU No 6 Tahun 2014 Kepala Desa 
memiliki kewenangan penuh dalam melakukan Pelaksanaan Kewenangan Desa. Dalam pasal 18 
di sebutkan bahwa ada empat proses kewenangan desa yaitu Penyelenggaraan Pemerintah Desa, 
Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat. Adapun tujuan 
yang ingin peneliti capai dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan memahami 
Pelaksanaan Kewenangan Desa di Desa Bedayan, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, 
Provinsi Kalimantan Barat.  

Metode Penelitian tentang pelaksanaan kewenangan desa di desa Bedayan ini tersusun 
dengan kelengkapan ilmiah yang disebut sebagai metode penelitian, yaitu cara kerja penelitian 
sesuai dengan cabang-cabang ilmu yang menjadi sasaran atau obyeknya.  Cara kerja tersebut 
merupakan pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam upaya pencarian 
data yang berkenaan dengan masalah-masalah penelitian guna diolah, dianalisis, diambil 
kesimpulan dan selanjutnya dicarikan solusinya. 

Hasil yang di dapat dari penelitian ini, kemudian peneliti membuat sebuah kesimpulan bahwa 
Pelaksanaan Kewenangan Desa di Desa Bedayan yang pertama dalam proses Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa, jika dilihat dari dokumen desa yang ada, proses penyusunan peraturan desa 
ini dilakukan terakir kali pada tahun 2015 lalu, dengan menghasilkan Peraturan desa tentang 
APBDes No.1 tahun 2015/2016 dan peraturan desa tentang LKPJ des No.2 tahun 2015/2016.  
Kedua dalam Pembangunan Desa, Program prioritas yang termuat dalam RPJMDes 2012-2017 
desa Bedayan lebih banyak berkutat pada infrastruktur fisik daripada pembangunan manusia. 
Kemudian dalam Pembinaan Masyarakat, Pembinaan kemasyarakatan di desa Bedayan 
seharusnya lebih mengedepankan pembangunan manusia kelompok-kelompok masyarakat yang 
ada, bukan pada distribusi anggaran. Dan yang keempat  adalah Pemberdayaan Masyarakat di 
Desa Bedayan Selama dua tahun terakir dimasa pemerintahan kepala desa lama bapak Ertok 
Maulana, menurut pengamatan peneliti, belum pernah ada program pemberdayaan di desa 
Bedayan. Dimasa pemerintahan kepala desa baru yang baru menjabat beberapa bulan, program 
kerja belum tersusun dengan baik. 

Akan tetapi pada kenyataanya, dalam proses Pelaksanaan Kewenangan Desa di desa Bedayan 
sendiri masih memiliki banyak tantangan serta kendala. Hal ini disebabkan oleh rendahnya 
kualitas sumber daya manusia aparatur desa, ketidaktahuan aparatur desa akan proses-proses 
perencanaan dan peraturan perundang-undangan, merupakan permasalahan yang muncul dan 
dapat menghambat kemajuan dan pembangunan desa, terutama dalam pemberdayaan dan 
pembinan masyarakat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Secara historis Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan 

pemerintahan di Indonesia bahkan jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk, struktur jenis desa, 

masyarakat adat dan sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang 

sangat penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu realitas nyata yang dapat 

dilihat secara langsung adalah bahwa, sebagai organisasi pemerintahan yang paling kecil, paling 

depan dan paling dekat dengan masyarakat. Desa berhunbungan secara langsung dan menyatu 

dengan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat sehari-sehari. 

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditentukan 

bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut 

Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Tujuan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah 

dengan harapan menggabungkan konstruksi yaitu fungsi self goverment community dengan 

local self goverment, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan 

bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Desa dan Desa 

Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah 

dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, pengaturan 
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dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan 

ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan 

susunan asli. 

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan 

gairah baru bagi masyarakat yang selama ini kadang kala menjadi penonton dalam pembangunan 

di daerah. Masyarakat diberikan kewenangan pengakuan terhadap hak asal usul (rekognisi), 

penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk 

kepentingan masyarakat Desa (subsidiaritas), keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, 

kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan 

keberlanjutan. 

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 

pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan 

masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat 

Desa.Kewenangan Desa meliputi:  

a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul; 

b. Kewenangan lokal berskala Desa;  

c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan  

d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari 

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.  
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Desa berkewajiban: a). melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan 

masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia; b). meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa; c). mengembangkan 

kehidupan demokrasi; d). mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan e). memberikan 

dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa. 

Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa memiliki kewenangan salah 

satunya memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Sesuai dengan pasal 24, UU nomor 6 

tahun 2014, penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas: kepastian hukum; tertib 

penyelenggaraan pemerintahan; tertib kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; 

profesionalitas; akuntabilitas; efektivitas dan efisiensi; kearifan lokal; keberagaman; dan 

partisipatif. 

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman 

Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan 

kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan 

Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan 

pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. 

Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi: Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan 

Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa 

(RKPDesa), merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang 

dibahas pemerintah desa bersama BPD dan ditetapkan melalui Peraturan Desa. 

Laporan pertanggungjawaban kepala desa selaku pemimpin penyelenggara pemerintah 

desa selanjutnya disampaikan secara tertulis kepada pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat 
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melalui BPDes. Dokumen laporan pertanggungjawaban tersebut disebut dokumen Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD), yang ditujukan kepada Bupati/Walikota, dan laporan 

pertanggungjawaban kepada BPD atau disebut dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa yang selanjutnya disebut (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran, 

serta menginformasikan seluruh laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat.  

Akan tetapi pada kenyataanya, Pelaksanaan Kewenangan Desa sendiri masih memiliki 

banyak tantangan serta kendala. Rendahnya kualitas sumber daya manusia aparatur desa, 

ketidaktahuan aparatur desa akan proses-proses perencanaan dan peraturan perundang-undangan, 

serta maraknya praktek korupsi aparatur desa, merupakan permasalahan yang muncul dan dapat 

menghambat kemajuan dan pembangunan desa.  

 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Desa di Desa Bedayan, Kecamatan Sepauk, 

Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat? 

C. Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa 

yang menjadi tujuan penelitian tentunya harus jelas di ketahui sebelumnya. Adapun yang 

menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menggambarkan dan memahami Pelaksanaan Kewenangan Desa di Desa 

Bedayan, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat.  

2. Untuk menggambarkan apa saja yang menjadi kendala dalam Pelaksanaan 

Kewenangan Desa di Desa Bedayan, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, 

Provinsi Kalimantan Barat.  
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